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ABSTRAK :         -  jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang 

mempunyai peran penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna 

terwujudnya pembangunan daerah, guna tertib administrasi, pengaturan dan 

pengawasan serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa 

konstruksi di daerah perlu adanya regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan 

jasa konstruksi, sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan 

perubahan peraturan perundang– undangan yang mengatur tentang izin usaha 

jasa konstruksi maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 

2009 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu ditinjau kembali; 

-  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 

13 Tahun 1950; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 

1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP 

No. 32 Tahun 1950; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 

Tahun 2000; PP No. 86 Tahun 2013; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perpres No. 87 

Tahun 2014. 

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan 

menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula 

tentang  Ruang Lingkup, Asas Dan Tujuan, Wewenang Pemberian Iujk, Jenis, 

Bentuk Dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi, Pembagian Klasifikasi Dan Kualifikasi 

Usaha Jasa Konstruksi, Tata Cara Pemberian Iujk, Tanda Daftar Usaha Orang 

Perseorangan, Hak Dan Kewajiban Pemegang Iujk, Pemberdayaan Dan 

Pengawasan, Sanksi, dan Ketentuan Peralihan. 

CATATAN :     -  Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 22 Mei 2015 

-  Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 

Pemalang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

  -  Terdiri atas 18 Halaman. 

 


